
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pemerintahan mempunyail peranl pentingl untukl menyediakanl Pelayanan 

Publikl yangl primal bagil semual penduduknyal sesuail yangl telahl diamanatkanl 

dalaml Undang-Undangl Nomorl 25 Tahunl 2009 mengenail pelayananl publikl 

yangl mengaturl tentangl prinsip-prinsipl pemerintahanl yang baikl yangl 

merupakanl efektivitasl fungsi-fungsil pemerintahan itul sendiri.1  Publik adalah 

suatu tindakan atau serangkaian Tindakan yang dilakukan dalam rangka 

menyediakan kebutuhan setiap warga negara dan penduduk atas barang sesuai 

dengan Peraturan Perundang-undangan, jasa, dan barang yang berkaitan dengan  

administrasi  Publik. Suatu  organisasi atau pegawainya dapat berusaha membantu 

orang lain melalui pelayanan Publik. 

Pelayananl publikl merupakanl suatul usahal yangl dilakukanl kelompokl 

ataul seseorangl birokrasil untukl memberikanl bantuanl kepadal masyarakatl 

dalaml rangkal mencapail suatul tujuanl tertentul salahl satul daril pelaksanaanl 

pelayananl publikl yaitul bidangl administrasil kependudukanl yangl beradal 

disuatul pemerintahl administrasil kependudukanl adalahl rangkaianl kegiatanl 

penataanl danl penertibanl dalaml penertibanl dokumenl danl datal kependudukanl 

melaluil pendaftaranl pendudukl pencatatanl sipil, pengelolaanl informasil 

  

 
1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
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administrasil kependudukanl sertal pendayagunaanl hasilnyal untukl pelayananl 

publikl danl pembangunanl sektorl lain. 

Pelayanan publik itu sendiri merupakanl bagianl yangl tidakl terpisahkanl 

daril kehidupan setiap orang danl tidak dapatl dipisahkan darinya. Birokrasi sektor 

nasional memiliki struktur organisasi yang cukup besar dengan administrasi negara, 

meliputi pelayanan publik dan pembangunan, dan jumlah tenaga administrasi 

negara yang cukup besar. Ini juga mencakup area operasi yang sangat luas dan 

rumit. Pemerintah dipandang sebagai kelompok yang bertugas untuk mencapai 

pembangunan nasional dan menangani semua tuntutan dan kepentingan 

masyarakat. Pemerintah dipandang sebagail servicel providerl (penyedial jasa) 

bagil masyarakatl yangl dituntutl untukl memberikanl pelayananl yangl berkualitas, 

terlebih kepada eral otonomil daerahl kualitasl daril pelayananl aparaturl 

pemerintahanl akanl semakinl dituntut untukl lebihl optimal, kompeten dan mampu 

menjawab atau mengatasi semua tuntutanl yangl semakinl tinggil daril masyarakatl 

sebagai penerima layanan, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. 

Pelayanan publik yang dinilai berkualitasl merupakanl pelayananl yangl mampul 

memberi kepuasanl kepadal masyarakatl sebagai penerima layanan publik. 

Pada pernyataan tersebut, pelayanan administrasi kependudukan 

merupakan tanggung jawab pemerintahl pusatl maupunl pemerintahl daerahl yangl 

ditujukanl untukl kepentinganl publikl ataupun masyarakat. Dalam pelayanan 

publik masyarakatl akanl merasa puas ketikal apal yangl diberikanl olehl pegawai 

kelurahan sesuail denganl apal yangl masyarakat harapkan. Pelayanan publik 
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memiliki tigal unsurl pokokl yaitul biayal yangl relatifl murah, waktul untukl 

mengerjakanl relatifl cepat, danl mutul yangl diberikanl relatifl lebihl bagus. 

Selainl itul sumberl dayal manusial (SDM)l juga menjadil salahl satul 

faktorl penentul keberhasilanl dalaml memberikanl pelayananl publikl yang baik 

pada Kelurahan Pasir Gunung Selatan. Sumber daya manusia (SDM)i dalaml hall 

inil pegawail ataul karyawanl kelurahan selakul pemberil layananl publikl 

seharusnyal memilikil pengetahuan, kemampuanl handal, keahlian, sikap dan 

perilakul yangl baik. Kemampuanl sumber daya manusia (SDM)l perlul 

ditingkatkan, terlebihl lagil padal instansil pemerintahl ataul Lembagal pemerintahl 

lainnyal yangl bergerakl padal bidangl pelayananl publik. Sumber daya manusia 

(SDM) yang berkualitas meningkatkan pelayanan publik dan memenangkan 

kepercayaan masyarakat, memastikan bahwa tingkat kepuasan terhadap layanan 

tersebut sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Karena akan berdampak 

signifikan terhadap pelayanan publik yang akan diterima masyarakat di masa yang 

akan datang, maka kualitas sistem administrasi kependudukan harus dipastikan 

dengan baik. 

Standarl Operasionali Proseduri (SOP)i adalahi pedomani yangi berisikani 

prosedur-prosedurl yangl adal dalaml suatul organisasil yangl bergunal untukl 

memastikanl bahwal semual keputusan, Tindakan, fasilitasl berjalanl secaral 

efektif, efisien, konsisten, dan sistematis. Komponenl standarl pelayananl yangl 

terkaitl denganl prosesl penyampaianl pelayananl meliputil persyaratan, sisteml 

danl prosedur, jangkal waktul pelayanan, biaya, produk pelayanan, dan penanganan 
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pengaduan.2 Apabilal instansil pemerintahl danl lembagal mampul menerapkanl 

standarl kualitasl tersebuti makai instansil pemerintah danl lembagal telahl 

memberikanl kualitasl pelayananl kepadal masyarakat secara baik. Sebeluml eral 

reformasi, birokrasil pemerintahanl sangatl mendominasil penyelenggaral 

pemerintahanl danl pelayananl publik. Pemerintahl lebihl dominanl bertindakl 

sebagail aktorl dalaml penyelenggaraanl pelayananl publik, sehinggal keterlibatanl 

wargal negaral dalaml pemerintahanl sangatl teratas.3  

Pemerintah dalam melaksanakanl pelayanan publik seharusnya 

meningkatkanl kualitasl danl menjaminl penyediaanl pelayananl publikl sesuail 

denganl azas-azas umuml pemerintahanl untukl memberikanl perlindunganl bagil 

setiapl wargal negara. Pelayanan publikl yangl  berkualitasl ataul  biasal  juga 

denganl pelayananl publikl yangl primal merupakanl pelayananl terbaikl yangl 

memenuhil standarl kualitasl pelayanan. Sesuail denganl Peraturanl Menteril 

Pendayagunaanl Aparaturl Negaral Nomorl 63 Tahunl 2003 tentangl pedomanl 

umuml penyelenggaraanl pelayananl publikl dijelaskanl bahwal segalal bentukl 

pelayananl yangl dilakukanl olehl instansil pemerintahl di pusat, di daerah, dan di 

lingkunganl Badanl Usahal Milikl Negaral ataul jasa, baikl dalaml rangkal upayal 

pemenuhanl kebutuhanl masyarakatl maupunl dalaml rangkal pelaksanaanl 

ketentuanl peraturanl perundang-undangan, termasukl dalaml jajaranl pemerintahl 

kecamatan, dimanal upayal pemenuhanl kebutuhanl masyarakatl dalaml bidangl 

 
2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 15 Tahun 2014 
3 Abdul Sabaruddin, Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2015), hlm. 1. 
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administrasil kependudukanl seperti: pembuatanl suratl pengantarl untukl 

membuatl KTP, Kartul Keluarga, surat keterangan, dan lain-lain. 4 

Dalaml Peraturanl Pemerintahl Republikl Indonesial No. 73 Tahun 2005 

pasal 1 ayat 5 dikatakanl bahwal kelurahanl adalahl wilayahl kerjal lurahl sebagail 

perangkatl daerahl kabupaten/kotal dalaml wilayahl kerjal kecamatan. Camat 

mendelegasikan tugas kepada Kelurahan, unit wilayah terkecil di wilayah 

kabupaten/kota, dan Kelurahan sebagai unit pelayanan bagi masyarakat. Dalam 

rangka melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, pemerintah desa bekerja 

memajukan masyarakat dan memberikan pelayanan di wilayah desa dengan tetap 

berpegang pada kewenangan yang diberikan oleh camat.5 

Perda Kota Depok Nomor 08 Tahun 2007 tentangl Pembentukanl 

Kecamatanl di Kotal Depok, Kotal Depokl terbagil menjadil 11 (sebelas) 

kecamatanl yang terdiri dari Kecamatanl Beji, Kecamatanl Pancoran Mas, 

Kecamatanl Cipayung, Kecamatanl Sukmajaya ,Kecamatanl Cilodong, Kecamatan 

Limo, Kecamatanl Cinere, Kecamatanl Cimanggis, Kecamatanl Tapos, Kecamatanl 

Sawangan, dan Kecamatanl Bojongsari. Kelurahan Pasir Gunung Selatan 

merupakanl salahl satul wilayahl kerjal dari Kecamatanl Cimanggis di Wilayah 

Kota Depok.6 

 
4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman 

umum penyelenggaraan pelayanan publik. 
5http://binapemdes.kemendagri.go.id/uploads/gallery/PP_No._73_Th_._2005_Ttg_._Kelurahan_.p

df , diakses 9 juni 2022 
6
 https://investasi.jabarprov.go.id/public/profiles/kota-depok , diakses pada 9 juni 2022 
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Gambar 1.1 Data Kependudukan Kota Depok 2020 

 

Sumber : Disdukcapil Kota Depok 

 

Berdasarkan pada data diatas bahwa data Kependudukan Kota Depok Tahun 

2020 Semester 1 memiliki penduduk berjumlah 1.851.878 jiwa. Denganl jumlahl 

pendudukl perempuanl sebanyak 918.189 jiwa, pendudukl laki-lakil 933.689, 

penduduk berakte kelahiran sebanyak 520.449 jiwa, dan penduduk tanpa akte 

kelahiran sebanyak 520.449 jiwa. Didapatkan sumber dari Kelurahan Pasir Gunung 

Selatan memiliki luas lahan seluas 25,25 Ha dan memiliki jumlah penduduk 32.540 

jiwa, yang terdiri dari 15.333 jumlahl pendudukl perempuanl dan 17.207 jumlahl 

pendudukl laki-laki.  

Kantor Kelurahan Pasir Gunung Selatan merupakanl salahl satul Kantorl 

Kelurahan yang berada di Kotal Depok yangl melaksanakanl Pelayananl Publikl di 

bidangl administrasil kependudukan. Pelayananl publikl bidangl administrasil 

kependudukanl di Kantorl Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kota Depok yang 

dimana melakukan pelayanan bagi masyarakat, diantaranya Pelayananl Suratl 

Keteranganl Umuml Lain-Lain, Pelayananl Suratl Keteranganl Tidakl Mampu, 

Pelayananl Suratl Keteranganl Beluml Mempunyail Rumah, Pelayananl Suratl 
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Keteranganl Pengantarl Nikah, Pelayananl Suratl Keteranganl Pengantarl Nikah, 

Pelayananl Suratl Keteranganl Domisilil Usaha, Pelayananl Suratl Rekomendasil 

Ijinl Mendirikanl Bangunan, Pelayananl Suratl Kematian, Pelayananl Pembuatanl 

Kartul Tandal Pendudukl (KTP) Baru, Pelayananl Pembuatanl Kartul Tandal 

Pendudukl (KTP) Rusakl Hilang, Pelayananl Kartul Keluargal Baru, Penerbitanl 

Kartul Keluargal Barul Karenal Rusak Hilang, Suratl Keteranganl Catatanl 

Kepolisianl Baru, Pembuatanl Suratl Keterangan Lahir, Pelayananl Suratl Pindahl 

Datang, Pelayananl Suratl Pindahl Keluar, Pelayananl Suratl Keteranganl 

Pendudukl Sementaral Tidak Tetapl (SKTS), Suratl Keteranganl Izinl Kecamatan, 

Pelayananl Suratl Keteranganl Domisilil Koperasil danl Yayasan, Suratl Pengantarl 

Permohonanl Balikl Namal SPPT-PBB, Pelayananl Suratl Keteranganl Domisilil 

WNA. 

Pada kenyataannya permasalahan yang ditemukan oleh masyarakat 

terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dil Kelurahanl Pasirl Gunungl selatanl 

ialah pelayananl yangl beluml efektifl danl efisienl sertal kualitasl sumberl dayal 

manusial yangl beluml memadai. Hali tersebut dapat terlihati daril banyaknyal 

pengaduanl yang diberikan oleh masyarakat.l Berdasarkan hasil wawancara yang 

didapat dalam menjalankan pelayanan publik di Kelurahan Pasir Gunung Selatan, 

seperti yang dijelaskan oleh informan mengenai fenomena yang ada beliau 

mengatakan “Dalam memberikan kepastian waktu pegawai Kelurahan Pasir 

Gunung Selatan sering kali tidak tepat waktu”.7  Peningkatanl kualitasl pelayananl 

publikl merupakan isul yangl sangatl penting. Hali inil terjadil dikarenakan 

 
7 Hasil Wawancara yang dilakukan oleh Ibu Yati Pada Tanggal 1 Juli 2022 
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tuntutanl masyarakatl terhadapl kualitasl pelayananl publikl semakinl besarl 

sementaral dalaml prakteknyal penyelenggaral pelayananl tidakl mengalamil 

perubahanl yangl berarti.  

Kualitas Pelayanan Publikl bertujuanl untukl mengetahuil kualitasl 

pelayananl yangl dirasakanl secaral nyatal olehl konsumen8 Beberapa karakteristik 

yangl digunakan untuk menilai kualitasl pelayananl publikl tersebutl antaral lainl 

ketepatanl waktul pelayanan, kesopanan danl keramahan. Faktor aksesibilitas 

layanan lainnya meliputi jumlah layanan yang tersedia, jumlah sumber daya 

pendukung seperti komputer, kemudahan memperoleh layanan, tempat parkir, 

kebersihan lokasi, keberadaan AC, kipas angin, dan kursi, dll. Untukl dapatl 

menilail sejauhl manal mutul pelayananl publikl yangl diberikanl aparaturl 

pemerintah, memangl tidakl bisal dihindari, bahkanl menjadil tolokl ukurl kualitasl 

pelayananl tersebutl dapatl dilihatl daril kriterial dimensi-dimensil kualitasl 

pelayananl publik. 

Peningkatanl kualitasl pelayananl publikl dilakukan untukl meningkatkan 

kepercayaanl masyarakatl terhadapl penyelenggaraan pelayananl publikl sekaligus 

meningkatkanl kesejahteraanl masyarakatl denganl memanfaatkan pengaduanl 

masyarakatl sebagail sumber perbaikan. Pentingnya masukkan atau saran jika ada 

masalah dengan layanan sehingga dapat segera diperiksa dan diperbaiki. Untuk 

meningatkan Standar pelayanan publik antara lain mengacu pada persyaratan yang 

 
8
 Harbani Pasolong. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta, 2007. hlm. 135. 
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harus dipatuhi oleh unit kerja yang memiliki SOP, memiliki standar pelayanan, 

serta memantau dan meningkatkan standar pelayanan. 

Dapat dilihat dari fenomena yang terjadi, peneliti menjabarkan adanya 

beberapa tanda mengenai kualitas pelayanan dalam melakukan pengurusan 

admnistrasi kependudukan di Kantor Kelurahanl Pasirl Gunungl Selatanl 

Kecamatanl Cimanggisl Kotal Depokl yangl kurang baik seperti fenomena sebagai 

berikut: 

Pertama, kurangnya penyampaian informasi dalam pembuatan surat 

administrasi kependudukan seperti prosedur, proses dan waktu penyelesaian 

pelayanan. Kantor Kelurahan Pasir Gunung  Selatan tidak ada papan prosedur yang 

menjelaskan pemberitahuan mengenai prosedur, proses, dan waktu penyelesaian 

pembuatan surat administrasi kependudukan yang membuat pelayanan tersebut 

menjadi berbelit-belit. Dalam hal ini, mengakibatkan masyarakat harus berulang-

ulang mengunjungi Kantor Kelurahan Pasir Gunung Selatan untuk melengkapi 

prosedur pembuatan urusan administrasi kependudukan. 

Kedua, kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pada pegawai 

Kelurahan Pasir Gunung Selatan dalam menyelesaikan tugasnya yang seharusnyal 

dapatl diselesaikanl denganl waktul yangl telahl ditentukanl sesuail denganl 

standarl operasionali prosedur, namunl pada kenyataannya selesai lebih daril 

waktul yangl telahl ditentukanl hali tersebut membuatl masyarakatl geram karena 

ketidakpastian waktu yang diberikan dan pelayanan yang dilakukan oleh pegawai 

Kantor Kelurahan Pasir Gunung Selatan yang kurangl ramahl kepadal masyarakat. 
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Ketiga, saranal danl prasaranal yangl kurang mendukung dalam pelayanan 

publik seperti tidak tersedianya nomor antrian sehingga menyebabkan keributan 

antara masyarakat dengan masyarakat lainnya, dan kurangnya penerapan protokol 

kesehatan dimasa pandemi ini. 

Pemerintah harus memiliki sikap bertanggung jawab, terutama dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat luas akan pelayanan publik, yang mau tidak mau 

akan berdampak pada kepentingan sosial atau kehidupan sehari-hari bagi warga 

negara yang taat hukum, khususnya dalam bidang admnistrasi kependudukan. 

Setiap tahun atau setiap saat, tingkat pelayanan publik harus ditingkatkan dalam arti 

sistem pelayanan publik dan pegawai Kelurahan Pasir Gunung Selatan yang dapat 

diandalkan dalam melaksanakan pekerjaan yang mempengaruhi efisiensi dan 

efektivitas. Pelayanan publik di Kelurahan Pasir Gunung Selatan, mulai dari 

pegawai yang tanggap dalam melayani masyarakat lalu adanya kejelasan dalam 

penyelesaian urusan admnistrasi kependudukan, serta sarana prasarana penunjang 

pun tetap harus diperhatikan jika masih terdapatl saranal danl prasaranal yangl 

masihl kurangl daril standarl baikl akanl diperbaikil segeral agarl nantinyal 

masyarakatl akanl merasal nyamanl danl akanl percayal padal kualitasl pelayananl 

yangl disediakan. 

Berdasarkanl latarl belakangl diatasl penulisl tertarikl untukl menjadikanl 

Kantorl Kelurahanl Pasirl Gunungl Selatanl Kecamatanl Cimanggisl Kotal Depokl 

sebagail studil kasus dalam penelitian ini yang berjudul “Kualitas Pelayananl 

Administrasi Kependudukan Dil Kelurahanl Pasirl Gunung Selatan 

Kecamatanl Cimanggis Depok” Adapun alasan dalam pengambilan judul tersebut 
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yaitu untukl mengetahuil bagaimanal kualitasl pelayananl publikl inil dimanal 

adanyal keluhanl daril masyarakatl karenal pelayananl yangl diberikanl beluml 

efektifl danl efisienl seperti pelayanan yangl masih berbelit-belit dan proses 

pembuatan yangl tidakl sesuail denganl waktul yangl telahl ditentukan. Diharapkan 

nantinya untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan dari 

Kelurahan Pasir Gunung Selatan terutama dalam pelayanan publik dalam pengurusan 

administrasi kependudukan,  yang  menarik untuk dikaji dan diteliti, sehingga 

akan mendapat manfaat yang diperoleh masyarakat dan penulis dalaml 

peningkatanl kualitasl pelayananl publikl dil Kelurahanl Pasirl Gunungl Selatan. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitan diatas maka timbulah permasalahan 

yang dapat dijadikan sebagai rumusan masalah, yaitu bagaimana kualitas pelayanan 

administrasi kependudukan diKelurahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan 

Cimanggis Depok. 

1.3 Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan diatas, maka tujuan penulis 

yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan 

publik bidang administrasi kependudukan di kelurahan pasir gunung selatan 

kecamatan cimanggis depok.  

1.4 Manfaat Penulisan  

1. Manfaat Akademis 
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Penulisan ini diharapkan mampu menjadi nilai tambah bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan dan diharapkan bisa menjadi bahan studi perbandingan 

bagi peneliti selanjutnya dalam melengkapi kajian-kajian dengan topik 

pembahasan yang sama. 

2. Manfaat Praktis 

Penulis berharap agar penelitian ini dapat dijadikan referensi dan sebagai 

rekomendasi oleh Pemerintah sebagai bahan evaluasi dan acuan agar kualitas 

pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan dapat ditingkatkan 

lagi.   

1.5 Sistematika Penulisan  

Untuk memudahkan serta membagikan arah dan cerminan modul yang 

tercantum dalam riset ini, penulis menyusun riset ini dengan sistematika yang 

terdiri dari 5 bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, lalu dibuat 

rumusan masalah yang digunakan untuk pembahasan penelitian yang dilakukan, 

lalu terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian yang dilakukan dari berbagai 

aspek dan sistematika penulisan dalam penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini merupakan salah satu hal yang penting dimana bab ini membahas 

penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang 
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dilakukan. Jadi tinjauan pustaka menjelaskan kemiripan antara penelitian yang 

dilakukan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini penulis menjelaskan bagaimana proses pengumpulan data dan 

informasi mengenai penelitian yang dilakukan, mulai dari waktu penelitian, 

tempat penelitian yang selanjutnya diolah dan dianalisis menjadi hasil penelitian. 

BAB IV PEMBAHASAN  

Pada bab ini dijabarkan mengenai hasil analisisis mengenai kualitas pelayanan 

publik dibidang administrasi kependudukan di kelurahan pasir gunung selatan 

kecamatan cimanggis depok.  

BAB V PENUTUP  

Pada bab terakhir dijabarkan mengenai simpulan dari hasil riset yang dicoba 

serta anjuran yang bisa diimplementasikan buat peningkatan hasil riset yang 

sudah dilakukan. 

 


